
SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2021 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoensia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan...
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentanga Perubahan atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23

Indonesia...
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Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

24.Peraturan...
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atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1213);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 655);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

136);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun

2018...
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2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 170);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 13

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

171);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Nomor 172);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan...
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Way Kanan Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

173);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way

Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2020 Nomor 183);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16

Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

174);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor

9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2020 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran

2020...
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Menetapkan

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri

atas:
1. Pendapatan :

a.

b.

c.

Pendapatan Asli
Daerah
Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan

yang sah

Jumlah Pendapatan

Rp.

Rp.

Rp.

64.617.681.616,75

883.983.659.212,00

340.859.221.161,50

Rp. 1.289.460.561.990,25

2. Belanja:
a. Belanja Tidak

Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 481.600.727.455,31

2) Belanja Bunga Rp. 1.512.271.073,00

3) Belanja Hibah Rp. 53.256.146.653,00

4) Belanja Bantuan

Sosial
Rp. 3.596.000.000,00

5) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.420.000.000,00

6) Belanja Bantuan

Keuangan

Rp. 257.863.508.800,00

7) Belanja Tidak
Terduga

Rp. 23.909.605.655,00

Rp. 824.158.259.636,31

b.belanja...
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b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.

2) Belanja Barang dan Rp.
Jasa

3) Belanja Modal Rp.

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

28.095.642.300,00
255.548.670.734,22

131.440.284.186,34
Rp. 415.084.597.220,56
Rp. 1.239.242.856.856,87

Rp. 50.217.705.133,38

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto

-7.568.198.738,29

30.590.877.500,00
Rp. -38.159.076.238,29

Sisa lebih (kurang)
pembiayaan anggaran
tahun berkenaan

Rp. 12.058.628.895,09

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...



- 11 -

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 27 Agustus 2021

SAIPUL

WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 16BERITA DAERAH KABUPATE

, S.H., M.H.

/^48^1^
KEPALA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

an aslinya
N HUKUM

ai de
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